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Abstract. The achievement of sports accomplishments is inseparable from the support 

provided by the government and sports institutions. The welfare of athletes is the full 

responsibility of the government. The source of sports funding used to meet the welfare 

of outstanding athletes comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget set in 

the Provincial Standard Unit Price of Banten. Identification of the problem in this 

research is: 1). What is the responsibility of the local government in fulfilling the welfare 

of outstanding athletes in Banten Province? 2). What are the obstacles faced by the 

regional government of Banten province in fulfilling the welfare of outstanding athletes 

in Banten province and what solutions can be implemented? This research uses the theory 

of responsibility and the theory of welfare as analytical tools, and the method used in this 

research is the empirical legal method with qualitative research specifications. This 

research uses the theory of responsibility and the theory of welfare as an analytical tool, 

and the type of method used in this research is the empirical legal method with qualitative 

research specifications. From the results of this research, it is stated that the local 

government has full responsibility in supporting the welfare of athletes. These 

responsibilities encompass various aspects, ranging from providing sports facilities to 

offering appropriate training programs and providing financial and non-financial 

support to athletes. However, in carrying out its duties, the local government of Banten 

Province still faces several obstacles, such as the minimal budget allocation for sports, 

which causes inconsistency in providing incentives to outstanding athletes. In addition, 

the lack of coordination between institutions also worsens the situation, causing the 

programs to not run optimally, and lastly, the Banten provincial local government has 

not yet had a special doctor for athletes, commonly known as a sports therapist. 

Therefore, the local government needs to ensure that existing regulations are enforced 

consistently and have a clear oversight mechanis. 
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Abstrak. Pencapaian prestasi olahraga tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh 

pemerintah dan kelembagaan olahraga. Kesejahteraan atlet merupakan tanggung jawab 

penuh pemerintah. Sumber pendanaan keolahragaan yang digunakan untuk memenuhi 

kesejahteraan atlet berprestasi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Provinsi Banten. Identifikasi masalah pada 

penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap 

pemenuhan kesejahteraan atltet berprestasi di provinsi banten? 2). Apa hambatan yang 

dihadapi oleh pemerintah daerah provinsi banten dalam memenuhi kesejahteraan atlet 

berprestasi di provinsi banten dan bagaimana Solusi yang dapat diterapkan?. Penelitian 

ini menggunakan teori tanggung jawab dan teori kesejahteraan sebagai pisau analisis dan 

jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode hukum 

empiris dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini dinyatakan 

bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab penuh dalam mendukung 

kesejahteraan atlet. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari 

menyediakan fasilitas olahraga hingga hingga menyediakan program Latihan yang tepat 

serta memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada atlet. Namun, dalam 

melaksanakan tugasnya pemerintah daerah provinsi banten masih mengalami beberapa 

hambatan, seperti minimnya alokasi anggaran yang untuk bidang keolahragaan yang 

menyebabkan ketidakkonsistenan dalam memberikan insentif kepada atlet berprestasi. 

Selain itu kurangnya koordinasi antar Lembaga juga memperburuk situasi yang 

menyebabkan program tidak berjalan secara optimal dan yang terakhir pemerintah daerah 

provinsi banten belum mempunyai dokter khusus atlet atau biasa disebut sport therapis. 

Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peraturan yang ada 

ditegakkan secara konsisten dan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. 
 

Kata kunci: Kebijakan Keolahragaan, Kesejahteraan Atlet, Penghargaan Olahraga 

 

LATAR BELAKANG  

Tujuan negara republik Indonesia tercantum dalam Alinea ke-4 pembukaan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni bahwa negara Indonesia bertujuan untuk 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.(Soemarsono, 

2017) Dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat, 

pembangunan nasional di bidang olahraga dilaksanakan secara terencana, sistematis, 

terpadu, bertahap dan berkelanjutan, dengan tujuan mencapai dan meningkatkan 

kesejahteraan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Keolahragaan menjelaskan, olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, 
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raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta 

mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya. 

Atlet Berprestasi adalah olahragawan yang dipilih induk organisasi cabang olahraga 

untuk mengikuti pelatihan nasional,dimana dalam prosesnya atlet di dukung oleh 

organisasi olahraga. Organisasi olahraga berperan sebagai fondasi dalam 

mengembangkan bakat atlet. Mereka menyediakan pelatihan yang terstruktur, fasilitas 

modern, dan akses kepada pelatih yang berpengalaman. Pencapaian prestasi olahraga 

tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan kelembagaan olahraga. 

Pemerintah harus sadar betapa pentingnya untuk meningkatkan fasilitas olahraga, 

menyediakan pelatihan yang berkualitas, dan memastikan kesehatan serta kesejahteraan 

atlet. 

Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan 

perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat 

diberikan penghargaan, sehingga pemerintah berperan aktif dalam memberi dukungan 

dan penghargaan bagi atlet berprestasi sebagai bagian dari upaya pemenuhan 

kesejahteraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(Wicaksono, 2022) Namun, minimnya perhatian Pemerintah terhadap atlet menjadi 

sebuah permasalahan, terutama perihal pemberian penghargaan yang tidak sesuai dengan 

janji dan pelaksanaanya yang masih kurang merata, banyak atlet dan mantan atlet 

berprestasi yang belum mendapat hak-haknya. (Zufri dan Jaluanto, 2018) 

Banten merupakan provinsi yang terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya. 

Banten memiliki potensi sumber daya manusia yang berkualitas dan berbakat di berbagai 

bidang. Banten unggul tidak hanya di bidang kebudayaan tetapi juga di bidang olahraga. 

Atlet provinsi banten yang berprestasi sudah dijanjikan akan diberikan penghargaan 

dalam bentuk uang, dimulai dari altet perorangan, atlet ganda pasangan, atlet tiga sampai 

lima orang atau atlet lebih dari lima orang. (Dennis, 2024) Namun beberapa hambatan 

muncul dalam proses pemenuhan penghargaan tersebut, permasalahan utama dalam 

pemenuhan kesejahteraan atlet berprestasi di Provinsi Banten ini adalah proses penurunan 

anggaran yang membutuhkan waktu cukup panjang bahkan prosesnya bisa sampai satu 

tahun atau lebih. 



Penelitian ini memiliki kebaruan signifikan karena secara spesifik mengkaji 

tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan kesejahteraan atlet berprestasi di 

Provinsi Banten, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2022 tentang Keolahragaan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung 

membahas aspek umum kebijakan olahraga, penelitian ini menyoroti dinamika lokal dan 

tantangan spesifik yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memastikan 

kesejahteraan atlet, termasuk alokasi anggaran dan koordinasi lintas lembaga (Fardilah et 

al., 2024, ; Rahmawati & Handayani, 2023). Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya 

evaluasi konkret terhadap janji dan pelaksanaan dukungan pemerintah pasca-Undang-

Undang Keolahragaan terbaru, mengingat masih banyak atlet berprestasi yang hak-

haknya belum terpenuhi secara optimal, khususnya di tingkat daerah (Setiawan & 

Permana, 2022). Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi secara komprehensif tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi 

Banten dalam memenuhi kesejahteraan atlet berprestasi, menganalisis hambatan yang 

muncul, serta merumuskan solusi strategis guna memastikan implementasi kebijakan 

yang lebih konsisten dan efektif. 

METODE PENELITIAN  

Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi metode hukum empiris yang berupaya memahami 

hukum dalam konteks fungsionalnya di masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk 

mengeksplorasi isu tanggung jawab pemerintah daerah secara faktual. Spesifikasi 

penelitian ini adalah kualitatif, yang berfokus pada fenomena alamiah dan gejala yang 

terjadi di lapangan. Sebagai pendekatan naturalistik, penelitian kualitatif memungkinkan 

peneliti untuk menyelami kompleksitas pengalaman dan persepsi tanpa manipulasi 

variabel (Abdussamad, 2022). Pemilihan metode ini sejalan dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi tanggung jawab dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam 

pemenuhan kesejahteraan atlet. 

Populasi dan Teknik Sampel 

Meskipun bagian ini tidak secara eksplisit menyebutkan populasi dan sampel 

spesifik, sebagai penelitian hukum empiris kualitatif, diasumsikan bahwa informan kunci 
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akan dipilih dari pihak-pihak terkait. Informasi mengenai populasi dan teknik sampel 

akan lebih tepat jika disertakan dalam bagian ini. Namun, berdasarkan karakteristik 

penelitian, kemungkinan besar penelitian ini akan menggunakan teknik purposive 

sampling untuk memilih informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang 

kebijakan dan praktik terkait kesejahteraan atlet di Provinsi Banten, seperti perwakilan 

dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, Komite Olahraga Nasional Indonesia 

(KONI) Provinsi Banten, serta atlet dan mantan atlet berprestasi. 

Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan melalui dua metode utama: Penelitian Lapangan dan 

Penelitian Kepustakaan. Penelitian Lapangan melibatkan pengumpulan data langsung 

dari sumber primer di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten serta Komite 

Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian lapangan ini kemungkinan besar meliputi wawancara mendalam dengan 

para pemangku kepentingan untuk menggali informasi tentang tanggung jawab, kendala, 

dan solusi yang ada. Selain itu, observasi partisipatif atau non-partisipatif juga dapat 

digunakan untuk mengamati proses dan implementasi kebijakan di lapangan. Untuk 

Penelitian Kepustakaan, peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen relevan seperti 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Presiden 

Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Peraturan Gubernur 

Banten Nomor 11 Tahun 2023, serta laporan dan publikasi terkait lainnya (Ramadhan, 

2021). Kombinasi kedua metode ini akan memberikan gambaran komprehensif dari data 

primer dan sekunder untuk mendukung analisis penelitian. 

Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis 

data akan melibatkan proses identifikasi tema-tema kunci, pola, dan hubungan antar data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian dokumen. Peneliti akan melakukan 

interpretasi mendalam terhadap data untuk memahami bagaimana tanggung jawab 

pemerintah daerah diimplementasikan, apa saja hambatan yang muncul, dan bagaimana 

solusi dapat dirumuskan. Pendekatan analisis kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk 



menyajikan gambaran yang kaya dan nuansa tentang pemenuhan kesejahteraan atlet di 

Provinsi Banten. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Olahraga adalah semua aspek yang berkaitan dengan olahraga, peraturan, 

pendidikan, pelatihan, arah, pengembangan, peningkatan, pemantauan dan evaluasi. 

(Undang-undang No 11 Tahun 2022) Olahraga adalah salah satu kegiatan yang memiliki 

dampak positif yang signifikan pada pengembangan dan kinerja atlet. Partisipasi dalam 

gerakan memiliki pengaruh fisik, mental, emosional dan sosial juga. Atlet yang 

kompetitif adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak aspek kehidupan.  

Atlet berprestasi adalah aset berharga bagi wilayah dan negara. Pelatihan Atlet dilakukan 

secara sistematis mengikuti praktik, dengan pola manajemen yang menyentuh kualitas, 

dan sistem yang berstandar "profesional" dan melibatkan kesadaran tinggi tentang makna 

pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan aspek kompetitif secara profesional. 

(Komarudin dan Hadi, 2019) Keberhasilannya tidak hanya dengan bangga menciptakan 

nama negara, tetapi juga mendorong generasi muda untuk menjadi aktif dalam olahraga. 

Pemerintah daerah memainkan peran penting yang tidak dapat diabaikan untuk 

mendukung layanan. Ini memperkenalkan beberapa langkah yang harus diambil oleh 

pemerintah daerah untuk dukungan terbaik bagi para atlet yang sangat baik.  

Prestasi olahraga negara dapat menjadi standar untuk kemajuan peradaban, 

kekuasaan, kehormatan, dan kesejahteraan nasional. Pengembangan layanan olahraga 

dilakukan dan diarahkan untuk mencapai kesuksesan di tingkat regional dan 

internasional.(Junaidi, 2021) Pengembangan dunia olahraga saat ini meningkat pesat, 

terutama di bidang pemberdayaan olahraga. Pemberdayaan olahraga adalah faktor yang 

sangat penting untuk pengembangan lebih lanjut dan peningkatan kinerja olahraga, 

karena pengembangan dunia olahraga tergantung pada pengembangan pelatihan tingkat 

komunitas, sekolah, dan tingkat lokal, juga internasional. (Pratama, dkk, 2019) 

Penghargaan atlet yang berprestasi adalah dukungan yang sangat penting. Atlet yang telah 

mencapai kesuksesan di tingkat nasional dan internasional layak untuk diapresiasi atas 

kerja keras dan komitmen mereka. Penghargaan ini dapat dibuat dalam bentuk medali, 

sertifikat, bonus, beasiswa pendidikan, atau bentuk penghargaan lainnya. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 3 huruf (j) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian 
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Pengharagaan Olahraga, penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku 

olahraga, organisasi olahraga, Lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang 

berprstasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga salah satunya adalah berbentuk 

kesejahteraan. Pemenuhan kesejahteraan atlet adalah tanggung jawab penuh pemerintah 

dan disalurkan melalui induk organisasi olahraga. (Pranoto, dkk., 2021) 

Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang dikenal sebagai Koni, adalah organisasi 

Atau sebuah forum pemberdayaan olahraga untuk meningkatkan keberhasilan bangsa 

Indonesia, dan mengharuskan memenuhi tugas serta memiliki manajemen yang efektif. 

Dengan kata lain, ada Koni sebagai organisasi mandiri, yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Koni adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh organisasi industri 

olahraga induk dan berkonsentrasi pada pengelolaan pengembangan olahraga dan daya 

saing yang ada di tingkat nasional, di suatu wilayah provinsi, kabupaten atau kota. 

Tantangan utama pendirian Koni adalah perencanaan, koordinasi, dan implementasi arah 

dan peningkatan potensial atlet, wasit, pelatih dan manajer untuk mencapai prestasi 

keolahragaan nasional. (Siregar, 2018)  Pemerintah provinsi banten menggunakan APBD 

untuk kegiatan keolahragaan termasuk untuk memberikan apresesiasi kepada atlet 

berprestasi baik tingkat nasional ataupun internasional. Alokasi anggaran olahraga di 

APBD digunakan untuk mendanai nomor olahraga lokal seperti membangun dan 

memelihara fasilitas olahraga lokal, melatih atlet lokal, dan mengadakan kompetisi 

olahraga di tingkat lokal. 

Pemerintah daerah provinsi banten memainkan peran penting dalam mendukung 

kesejahteraan atlet. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari 

menyediakan fasilitas olahraga hingga menyediakan program pelatihan yang tepat dan 

memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada para atlet. Pemerintah daerah 

banten mengatakan meningkatnya prestasi olahraga ini menjadikan banten sebagai 

provinsi yang terkenal berpotensi di bidang olahraga dan sebagai salah satu faktor bahan 

promosi provinsi yang unggul. (Sanajya, 2025)  Penghargaan olahraga dapat berupa 

kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat, kesejahteraan atau jenis 

penghargaan lain. Namun, di provinsi banten jenis penghargaan yang diberikan kepada 

altet berprestasi umumnya dalam bentuk uang yang dimana sudah dianggarkan dalam 



Standar Harga Satuan Provinsi Banten dan tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten 

Nomor 11 Tahun 2023. (Sanjaya, 2025) 

  Provinsi banten meraih peringkat ke-11 nasional pada ajang Pekan Olahraga 

Nasional (PON XXI) 2024 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara sebagai 

tuan rumah pada 9-20 September 2024 lalu dengan perolehan medali 21 Emas, 24 Perak 

dan 33 Perunggu. Artinya banten tetap bisa mempertahan prestasinya di PON sama 

seperti yang terjadi pada PON 2020 di papua banten juga menduduki peringkat ke-11 

nasional. Dari perspektif dukungan keuangan, pemerintah daerah Banten sudah 

memberikan insentif atau dukungan keuangan untuk atlet yang sangat baik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Ini dapat membantu atlet fokus pada pelatihan dan persaingan 

tanpa membebani masalah keuangan, tidak hanya dalam bentuk harga pasca-laba, tetapi 

juga dalam bentuk beasiswa dan biaya hidup. Selain aspek fisik dan keuangan, atlet juga 

mencakup aspek sosial dan psikologis. Pemerintah daerah juga memperhatikan 

keseimbangan kehidupan atlet dengan memberi mereka cukup waktu untuk tenang, 

pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Perkembangan mental sangat penting untuk 

membantu atlet tidak hanya disiapkan secara fisik, tetapi juga untuk mengatasi tekanan 

yang sering muncul di dunia olahraga. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung 

pengembangan program psikologi olahraga yang dapat membantu atlet menangani 

persaingan dan menjaga kesehatan intelektual.  

Provinsi banten sangat mengapresiasi kerberhasilan yang diraih oleh atlet-atlet 

kebanggaan daerah yang dibuktikan dengan pemberian bonus terhadap atlet berprestasi. 

Teknis penyaluran penghargaan terhadap atlet berprestasi di provinsi banten khususnya 

PON 2024 diberikan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Penghargaan diberikan pada malam penganugerahan dalam rangka HUT Ke-24 Provinsi 

Banten, di Plaza DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat 25 Oktober 2024 Pukul 20.00 

WIB. (Sanjaya, 2025) Tanggung jawab pemerintah daerah juga sangat penting bagi 

prestasi atlet yang sangat baik. Atlet yang membawa kebanggaan dan pengakuan kepada 

komunitas mereka harus menerima perlakuan yang adil dan dukungan berkelanjutan. 

Pemerintah daerah memiliki kewajiban moral untuk mendukung atlet dengan benar 

sehingga mereka dapat terus menekankan dan menginspirasi kaum muda. 
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Selain tanggung jawab hukum dan moral, pemerintah daerah juga mengambil 

tanggung jawab sosial atas kehadiran prestasi atlet. Pemerintah daerah perlu menciptakan 

lingkungan yang mendukung pengembangan olahraga dengan menyediakan lembaga 

yang tepat, program pelatihan berkualitas dan penghargaan kepada atlet yang luar biasa. 

Ini akan membantu menciptakan komunitas yang sehat dan aktif di Banten. Tanggung 

jawab tersebut merupakan bagian penting dari memenuhi kehadiran kesejahteraan atlet 

oleh pemerintah daerah. Dukungan keuangan seperti beasiswa dan penghargaan dapat 

membantu atlet fokus pada pelatihan dan kompetisi tanpa khawatir tentang biaya hidup. 

Berinvestasi dalam kesejahteraan atlet dapat memiliki efek positif pada ekonomi lokal 

melalui peningkatan pendanaan olahraga dan pariwisata. (Hidayat, dkk., 2025) 

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa atlet memiliki kapasitas dan 

kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab mereka atas kesejahteraannya. Ini 

termasuk pemantauan dan penilaian program yang diterapkan, serta kolaborasi dengan 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk Koni, lembaga pendidikan dan sektor swasta. 

Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat membantu atlet dengan dukungan optimal 

untuk pengembangan olahraga di Banten. 

Pemerintah provinsi banten memainkan peran penting dalam mendukung 

kesejahteraan atlet berprestasi walaupun sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku namun berbagai hambatan masih menghalangi pemenuhan 

kebutuhan mereka. Salah satu hambatan utama adalah batas anggaran yang dialokasikan 

untuk departemen olahraga. Karena anggaran yang terbatas, sulit bagi pemerintah daerah 

untuk menyediakan fasilitas yang tepat, menerapkan program pelatihan intensif dan 

memberikan kepada atlet yang sangat baik. Ini tentu saja mempengaruhi kualitas pelatih 

dan kesejhteraan atlet jangka Panjang. Prioritas anggaran juga merupakan masalah utama. 

APBD di Provinsi Banten memiliki berbagai sektor yang membutuhkan perhatian, 

termasuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sektor olahraga sering harus bersaing 

dengan sektor lain yang dianggap sebagai sektor darurat. Akibatnya, anggaran untuk 

pengembangan atlet yang luar biasa seringkali tidak cukup untuk memenuhi semua 

kebutuhan dalam hal pelatihan, penghargaan kelembagaan dan keuangan. Selanjutnya, 

kurangnya fasilitas olahraga yang memadai di Banten adalah hambatan yang signifikan 

bagi pengembangan atlet. Beberapa area Banten masih tidak memiliki fasilitas olahraga 



yang representatif untuk mendukung pelatihan olahraga. (Rahayu, 2025) Tanpa lembaga 

yang masuk akal, atlet tidak dapat berolahraga sepenuhnya. Ini akan mempengaruhi 

keberhasilan yang dapat dicapai pada akhirnya. Juga, fasilitas terbatas menyulitkan atlet 

untuk berlatih secara profesional dan memblokir kemungkinan pengembangan lebih 

lanjut. (Sanjaya, 2025) 

Ketidakkonsistenan dalam menawarkan insentif dan penghargaan juga merupakan 

masalah bagi para atlet hebat. Banyak atlet telah mencapai hasil yang hebat, tetapi insentif 

dan penghargaan yang mereka terima tidak selalu layak untuk usaha dan kesuksesan. 

Atlet membutuhkan dukungan fisik dalam bentuk fasilitas dan pelatihan, serta perlu juga 

diperhatikan pentingnya pemenuhan makanan dan vitamin yang sesuai dengan kebutuhan 

atlet. Banyak atlet mengalami tekanan psikologis yang tinggi dalam kompetisi dan 

kehidupan sehari -hari. Namun, sementara dukungan untuk kesehatan mental atlet di 

Banten State masih terbatas, ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka bersaing 

dengan mentalitas yang kuat dan stabil. Hambatan yang dirasakan mungkin juga 

mencakup kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan di luar dunia 

olahraga. Banyak atlet yang percaya bahwa pemerintah hanya fokus pada hasil jangka 

pendek dan bukan pada masa depan m ereka setelah pensiun. Akibatnya, para atlet kerap 

kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di luar lapangan pertandingan.  

Di sisi lain, rumitnya birokrasi dalam mengakses dukungan atau fasilitas tertentu 

juga menjadi keluhan. Misalnya, beberapa atlet merasa bahwa proses pengajuan 

pendanaan atau fasilitas terlalu rumit, mengurangi efisiensi, dan menghambat persiapan 

mereka untuk bertanding. Hal ini bisa menjadi beban tambahan, terutama bagi atlet yang 

fokus pada latihan intensif. Aspek lainnya adalah komunikasi antara pemerintah dan atlet 

mungkin terasa kurang terbuka. Atlet seringkali tidak diajak berpartisipasi dalam 

pengambilan kebijakan yang menyentuh kehidupannya, sehingga merasa keinginannya 

tidak didengarkan. (Yonathan dan Bima, 2023) 

Pemerintah Provinsi Banten harus menerapkan berbagai solusi untuk meningkatkan 

kesejahteraan atlet yang baik. Salah satu kemungkinan adalah meningkatkan anggaran 

untuk sektor olahraga untuk memungkinkan pengembangan atlet dan pengembangan 

diterapkan secara lebih optimal. Alokasi anggaran yang masuk akal memungkinkan untuk 
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fasilitas olahraga yang lebih baik dan kualitas pelatihan atlet. Selain itu, ada insentif dan 

peningkatan penghargaan yang lebih konsisten dan sepadan jika layanan yang dicapai 

atlet termotivasi untuk melanjutkan di luar mereka. Pemerintah daerah juga dapat 

menciptakan program pendidikan dan pelatihan terpadu. Ini memungkinkan atlet untuk 

bermain olahraga secara akademis dan bersamaan.  

Pemerintah dapat menawarkan Program Beasiswa Pendidikan. Ini memungkinkan 

untuk memberikan kompensasi karir olahraga dengan pendidikan yang tepat dan 

mempersiapkan masa depan setelah menarik diri dari dunia olahraga. Selain itu, 

Dukungan Kesehatan lebih komprehensif dalam bidang medis dan mental, memastikan 

bahwa atlet tetap dalam kondisi yang optimal. Sementara itu, penggunaan teknologi 

dalam pelatihan dan pemantauan pengembangan atlet adalah solusi yang efektif untuk 

memastikan pembinaan yang lebih bertarget. Untuk lebih memaksimalkan potensi atlet, 

pemerintah daerah akan mengembangkan program pelatihan berbasis teknologi, seperti 

penggunaan perangkat lunak dan peralatan pelatihan yang sangat berkembang, untuk 

meningkatkan kemampuan atlet secara lebih efektif. Semua solusi ini menciptakan 

lingkungan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan atlet berbakat di Banten. 

Untuk menjamin keberlanjutan program yang berfokus pada kesejahteraan atlet, 

kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta sangat penting. 

Strategi ini juga dapat membantu menjembatani kesenjangan terkait ketersediaan 

pelatihan dan fasilitas. 

Singkatnya, peran pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan atlet sangat 

penting untuk membina masyarakat yang sejahtera. Dengan menganut prinsip-prinsip 

teori kesejahteraan, pemerintah dapat menjamin bahwa atlet tidak hanya memperoleh 

dukungan yang diperlukan untuk prestasi mereka tetapi juga merasa dihargai sebagai 

anggota penting masyarakat mereka. Pendekatan ini pada akhirnya akan meningkatkan 

pertumbuhan sosial dan ekonomi secara keseluruhan 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah 

Provinsi Banten memiliki tanggung jawab penuh dalam mendukung kesejahteraan atlet 

berprestasi, mencakup penyediaan fasilitas, program pelatihan yang tepat, serta dukungan 



finansial dan non-finansial. Temuan utama menunjukkan bahwa upaya pemenuhan 

kesejahteraan atlet di Provinsi Banten telah dilakukan, salah satunya melalui pemberian 

penghargaan dalam bentuk uang yang diatur dalam Standar Harga Satuan Provinsi Banten 

dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2023. Namun demikian, pelaksanaan 

tanggung jawab ini masih dihadapkan pada beberapa keterbatasan yang signifikan. 

Hambatan utama meliputi minimnya alokasi anggaran untuk bidang keolahragaan, yang 

menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemberian insentif; kurangnya koordinasi antar 

lembaga yang mengakibatkan program tidak berjalan optimal; serta belum adanya sport 

therapist khusus atlet yang krusial untuk dukungan fisik dan mental. Selain itu, rumitnya 

birokrasi dalam akses dukungan dan kurangnya komunikasi terbuka antara pemerintah 

dan atlet juga menjadi poin penting yang menghambat efektivitas program kesejahteraan. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Banten perlu memastikan penegakan 

peraturan yang konsisten, memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, meningkatkan 

alokasi anggaran, serta mengembangkan program terpadu seperti beasiswa pendidikan 

dan dukungan kesehatan komprehensif, termasuk psikologi olahraga, serta memanfaatkan 

teknologi dalam pembinaan atlet. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk 

melakukan penelitian kuantitatif guna mengukur dampak finansial dan non-finansial dari 

kebijakan kesejahteraan atlet, serta memperluas cakupan sampel ke lebih banyak jenis 

atlet dan mantan atlet untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam terkait 

implementasi kebijakan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hal ini dapat 

memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam mengenai efektivitas kebijakan 

serta implikasinya terhadap keberlanjutan karier atlet. 
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